
KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN TANA TIDUNG 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TANA TIDUNG 

NOMOR: 02/ORT.07-Kpt/6504/2022 

TENTANG 

PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti 

percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Utara, maka perlu menetapkan rencana 

aksi reformasi birokrasi; 

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti 

percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Tana Tidung, maka perlu menetapkan rencana aksi 

reformasi birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Tana Tidung tentang Rencana Aksi 

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2022. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851); 

2. Undang-Undang, 



2. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

4. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

Peraturam Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 

tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 270); 

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioned 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Keija Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Keija Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6037); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan 



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1220); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 

(Berita Negeira Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

441) ; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

442) ; 

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

612/ORT.04- Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 

Tahun 2020-2024; 

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

1334/ORT.04- Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; 

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Tana Tidung Nomor 01/ORT.07-Kpt/6504/2022 

tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana 

Tidung Tahun 2022. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

TANA TIDUNG TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI 

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022. 



KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana 

Tidung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaiaman 

dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk: 

a. Menjadi pedoman pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022; 

b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Tana Tidung yang profesionai, 

berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, 

berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang 

teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara; 

c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan 

sistem manajemen sumberdaya manusia yang 

profesionai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Tana Tidung. 

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tideng pale 
pada tanggal 23 Januar i 2022 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN TANA TIDUNG, 

ttd. 

HENDRA WAHYUDHI. T 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

^TEN TANA TIDUNG 
is, 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 02/ORT,07-Kpt/6504/2022 
TENTANG 
RENCANA AKS I REFORMASI B IROKRASI D I LINGKUNGAN 
KOMISI PEMILIHAN UMUM K A B U P A T E N TANA TIDUNG TAHUN 2022 

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN TANA TIDUNG 

TAHUN 2022 

N O A R E A P E R U B A H A N K E G I A T A N S U B K E G I A T A N I N D I K A T O R K E B E R H A S R A N 
P E L A K S A N A A N ( B U L A N ) 

N O A R E A P E R U B A H A N K E G I A T A N S U B K E G I A T A N I N D I K A T O R K E B E R H A S R A N 
J A N 1 F E B 1 M A R | A P R I L | M E I | J U N I J U L I | A G T | S E P T | O K T | N O V | D E S 

( 1 ) -w •• ( 4 ) ih 

1 Manajemen Perubahan 1. Pembentukan Tim 
Reformasi Birokrasi 

1. Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi 
Tahun 2022 dalam Keputusan 

I . Adanya Keputusan tentang Penetapan 
Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 V 

^. I V i C l l l U a i l g U l l I V U l l U l l l l d t O C l U l U l l 

Jajaran Pegawai dan Pejabat untuk 
melaksanakan Reformasi Birokrasi 

X. 1 d i a A . 3 a i i a i i y a i v u i t i i i i i i d i r dcuvacULoa i i 

Reformasi Birokrasi Tahun 2022 
V 

2. Pelaksanaan Manajemen 
Perubahan 

Intemalisasi untuk Pelaksanaan 
Rcfonnasi Birokrasi 

Terlaksananya Intemalisasi untuk 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi V 

2 Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 

1. Pengukuran Tingkat 
Kepatuhan Penyusunan Produk 
Hukum Sesuai Ketentuan 

Meningkatkan Kemampuan Legal 
Drafting 

Tersusunnya Produk Hukum yang Sesuai 
dengan Ketentuan V V -1 V V M' ^ i 

2. Sistem Pengendalian dan 
Penyusunan Produk Hukum 

Penyusunan Produk Hukum Jumlah Produk Hukum yang telah 
dibuat/direvisi melalui Proses yang Sesuai 
dengan Ketentuan 

%l V V 

3. Pengelolaan JDIH I . Pembangunan JDIH Satuan Kerja Dapat diaksesnya JDIH Satuan Kerja 
V V f̂ 

2. Pengelolaan JDIH Satuan Kerja Updatenya data JDIH Satuan Kerja \' V 

3 Penataan dan Penguatan 
Organisasi 

I . Pemenuhan Kebutuhan 
Sumber Daya Manusia yang 
Berkualitas untuk Penataan 
dan Penguatan Organisasi 

Pembuatan Dokumen Struktur 
Organisasi Unit/Satuan Keija 

Struktur Organisasi Unit/Satuan Kerja 

V 



2. Penegakan Integritas 
Pegawai 

Penerapan Keteladanan dan Beritegritas 
Pegawai 

Terwujudnya Integritas Pegawai 
v V V V V v v v \' 

4 Penataan Tata Laksana 1. Perluasan Penerapan e-
o n v p r n m P T i t v a n o nTpiHnfptJrnQi 
g U V C I l l i l l C I l t j d l l g X v I l l l L C g l a a l 

1. Pengiriman Operator untuk 
A^A-nrril/'iiXi R o l o t i b i n 
IViCl lMlKUU r C l a U l l d l l 

I . Operator Mengikuti Pelatihan 

2. Pengisian Beibagai Aplikasi 2. Aplikasi Terisi dengan Baik, Lengkap 
Hnn ^ p c u a i ICplPTitiiJiTi 
Ud l l OCaUdl I v d C l l l U c U I 

\' \/ v V 

2. Implementasi UU 
Keteibukaan Informasi Publik 

Pelaksanaan Kegiatan PPID Pemenuhan Permintaan terhadap Informasi 
dan Dokumentasi 

V 

J . renerapan oistem js.earsipan renerapan oisiem / \ r s i p Ar^in Static Han Oinami*; Tertata Hen^an 

Baik 
V V \' V V y 

5 
Penataan Sistem 
iVLanaiemen o L n v i / A O I ^ 

1. Penilaian Kinerja Pegawai 
Melaksanakan Kinerja Pegawai melalui 
SKP Sel i inih Peeawai Melaksanakan SKP 

2. Reward and Punishment Pemilihan Pegawai Teladan 
Terlaksananva Pemi l ihan Peeawai Te ladan 

V 

3. Sistem Informasi ASN Melaporkan Data Pegawai Secara 
Online Pengisian dan Upload Data MySAPK 

v N' y y 

6 Penguatan Akuntabilitas 
Kinerja 

I . Pemantauan Capaian 
irifi#if^o Q*»/,.QT,?i R^ifVaiQ 

1. Penetapan Rencana Kinerja Pemmsunan SAKIP yang Tepat Isi dan 
l e p d i w o K i u 

2. Monitoring Evaluasi Kinerja Secara 
Berkala 

Penyusunan Monitoring Evaluasi 
r ^ C g l a l d l l , n l l g g d T H l l UdJl \^U ipU l p a U d 

aplikasi e-monev Bappenas PP39 dan 
Smart Kcmenkcu secara Berkala 

\' V V NI NI 

z. nvaiuasi i i i icr i iai 
Akuntabilitas Kinerja 

J . re iaporan AkuntaDUuas N.iner)a P p t i v i i G i i n a n 1 A K I P vstno Tena l Ici H a n 

Tepat Waktu 
y 

7 Sosialisasi dan 
Intemalisasi 
Pengawasan 

1. Sosialisasi dan Intemalisasi 
Pengawasan 

femoentuKan i im oatuan lugas umt 
Pengendalian Gratifikasi 

remoeniuxan i i m oaiuan lugas unu 
Pengendalian Gratifikasi NI 

2. Penerapan SPIP Tahun 2022 1. Pembentukan SPIP Tahun 2022 Adanya Keputusan tentang Penetapan SPIP 
V 

2. Menyelenggarakan SPIP yang 
Melakukan Pengendalian Internal 

I . Terlaksananya Kegiatan SPIP 

2. Penyampaian Laporan SPIP yang Tepat 
Isi dan Tepat Waktu 

\' v' v' V v V 

8 Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik 

1. Penerapan Partisipasi Publik 
dalam upaya Meningkatkan 
Kualitas Pelayanan 

1. Pelaksanaan Sosialisasi Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi 



2. Melaksanakan Kegiatan yang 
Melibatkan Stakeholder 

Terlaksananya Kegiatan yang Melibatkan 
Stakeholder v 

3. Pelayanan Publik Data /Informasi Tersedianya Sistem Informasi Punlik yang 
dapat diakses Publik 

V \' V 

2. Penanganan Pengaduan 
Masyarakat 

1. Pembangxman Sistem Pengaduan 
Masyarakat 

Tersedianya Unit Pengelola Pengaduan 
Masyarakat 

V V v V V 

2. Menyelenggarakan Sistem Pengaduan 
Masyarakat 

Tersedianya Pengelolaan Pengaduan 
Masyarakat V V V V 

S a l i n a n S e s u a i Dengan A s l i n y a 

S E K R E T A R I A T K O M I S I P E M I L I H A N U M U M 

TEN TANA T I D U N G 

Ditetapkan di Tideng Pale 
Pada tanggal 23 Januari 2022 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN TANA TIDUNG 

ttd. 

HENDRA WAHYUDHI. T 


